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ABSTRAK

Outsourcing adalah kegiatan memberikan jasa dalam suatu bidang usaha,
kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja pemberi jasa dengan
disertai keterlibatan langsung tenaga kerja tersebut dalam pelaksanaannya atau
pendelegasian operasi dan manajemen harian dari suatu proses bisnis (perusahaan
pemakai jasa outsourcing) kepada pihak luar (perusahaan penyedia jasa
outsourcing). Pemenuhan kebutuhan perusahaan akan tenaga kerja dapat dipenuhi
melalui kerjasama/mengadakan perjanjian (Service Level Agreements) dengan
perusahaan penyediaan tenaga kerja secara outsourcing.

Subyek penelitian adalah PT. AW cabang Surabaya, sedangkan tujuan
penelitian adalah untuk menguji pemenuhan kewajiban perpajakan atas jasa
pemakaian tenaga kerja (outsourcing) pada PT. AW cabang Surabaya.

Jasa pemakaian tenaga kerja (outsourcing) merupakan obyek PPh pasal 23
yang harus dilaporkan dalam SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23)
dan dibayarkan PPh pasal 23 terutangnya dengan Surat Setoran Pajak (SSP).
Dalam laporan laba-rugi Wajib Pajak Badan cabang, jasa penyediaan tenaga kerja
(outsourcing) dilaporkan sebagai biaya yang didasarkan pada perjanjian yang telah
dibuat sebelumnya (Service Level Agreements), akan tetapi dalam kenyataannya
jumlah biaya penyediaan tenaga kerja (outsourcing) dalam SPT Masa PPh Pasal 23
dan laporan laba-rugi Wajib Pajak Badan cabang tidak selalu sama.

Teknik analisis dalam penelitian ini didasarkan pada 2 (dua) dokumen
sumber yaitu laporan laba rugi dan SPT masa PPh pasal 23. Analisis jumlah biaya
pemakaian tenaga kerja oufsourcing dalam laporan laba rugi ditelusuri sampai ke
dokumen pendukung yaitu buku besar biaya dan perjanjian pemakaian tenaga kerja
outsourcing (Service Level Agreements), sedangkan jumlah biaya pemakaian
tenaga kerja outsourcing dalam SPT masa PPh pasal 23 ditelusuri sampai ke
dokumen pendukung yaitu bukti pemotongan PPh pasal 23 dan SSP.

Hasil akhir dari penelitian atas jasa pemakaian tenaga kerja (outsourcing)
pada PT. AW menunjukkan adanya PPh pasal 23 yang masih harus dibayar dengan
sarana Surat Setoran Pajak (SSP).

Kata kunci : outsourcing, biaya outsourcing, PPh pasal 23, Service Level
Agreements
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BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Pada era globalisasi dewasa ini diperlukan pembangunan di segala bidang
agar Indonesia tidak tertinggal dari negara-negara lain. Dana yang dibutuhkan
untuk melaksanakan pembangunan cukup besar dan pembangunan nasional yang
memerlukan investasi dalam jumlah yang cukup besar tidak bisa hanya
menyandarkan kepada bantuan dari pihak lain akan tetapi pelaksanaannya harus
berdasarkan kemampuan sendiri, sedangkan bantuan luar negeri merupakan
pelengkap. Untuk memenuhi kebutuhan dana yang cukup besar tersebut pajak
merupakan sumber penerimaan dalam negeri yang dapat diandalkan setelah masa
keemasan dari penerimaan sektor migas mengalami penurunan.

Pajak merupakan sumber dana terbesar dari dalam negeri yang digunakan
untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang terdiri dari
pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Disamping itu pajak juga
merupakan salah satu alat untuk mendorong investasi karena sebagai fungsi
budgeter, dari sisa dana yang digunakan untuk membiayai pembangunan,
kelebihannya dapat digunakan untuk tabungan pemerintah.

Peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia saat ini menganut
sistem self assessment. Sistem tersebut memberi kepercayaan dan tanggung

jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar
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sendiri pajak yang terutang. Dalam batas waktu yang sudah ditentukan, pajak
yang telah dihitung, diperhitungkan, dan dibayar sendiri itu harus dilaporkan oleh
Wajib Pajak dengan cara mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Surat
Pemberitahuan (SPT) pada setiap akhir masa/tahun pajak. Keberhasilan sistem
self assessment salah satunya dipengaruhi oleh tingkat pemenuhan kewajiban
perpajakan baik pembayaran pajak terutang maupun kewajiban pelaporan SPT.
Sebagai konsekuensinya, kalau dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya
masih terdapat pajak yang masih harus dibayar, maka akan disertai denda
administrasi atau pembebanan bunga atas pajak yang kurang dibayar.

Laporan keuangan yang dibuat oleh Wajib Pajak, minimal berupa neraca
dan laporan laba rugi yang didalamnya terdapat unsur-unsur laporan keuangan.
Unsur tersebut antara lain adalah biaya penyediaan tenaga kerja (outsourcing).
Outsourcing merupakan salah satu tren bisnis terpopuler di dunia akhir-akhir ini,
banyak perusahaan maupun pekerja yang telah merasakan manfaatnya baik secara
langsung maupun tidak langsung. Di Indonesia perkembangan outsourcing sangat
lambat  dan  kurang  populer, banyak perusahaan yang  belum
mengimplementasikan bahkan belum mengerti manfaatnya.

Pemenuhan kebutuhan perusahaan akan tenaga kerja salah satunya dapat
dilakukan dengan pengadaan tenaga kerja melalui outsourcing. Dalam hal ini
perusahaan pemakai tenaga kerja melakukan perjanjian kerjasama dengan
perusahaan lain untuk memberikan jasa penyediaan tenaga kerja. Atas transaksi
tersebut akan menimbulkan kewajiban perpajakan yang akan berdampak pula

pada penentuan besarnya pajak terutang.
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Atas transaksi pemakaian tenaga kerja outsourcing selalu dicatat dan
dilaporkan dalam SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) dan
laporan keuangan Wajib Pajak sebagai biaya yang didasarkan pada perjanjian
yang telah dibuat sebelumnya (Service Level Agreements), akan tetapi dalam
kenyataannya jumlah biaya pemakaian tenaga kerja (outsourcing) dalam SPT

Masa PPh Pasal 23 dan laporan keuangan Wajib Pajak tidak selalu sama.

1.2. Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut : “Bagaimana
pengujian pemenuhan kewajiban perpajakan atas jasa pemakaian tenaga kerja

(outsourcing) dengan mengambil studi kasus PT. AW di Surabaya?”

1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengujian pemenuhan
kewajiban perpajakan atas jasa pemakaian tenaga kerja (outsourcing) pada PT.

AW di Surabaya.

1.4. Manfaat Penelitian
Penulis berharap penelitian ini bermanfaat untuk :
1. Memperoleh pemahaman tentang pemenuhan kewajiban perpajakan atas jasa
pemakaian tenaga kerja (outsourcing).
2. Mensosialisasikan peraturan perpajakan khususnya mengenai pemenuhan

kewajiban perpajakan atas jasa pemakaian tenaga kerja (outsourcing).

SKRIPSI PENGUJIAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN... HERU SISWANTO



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga 4

3. Dapat menjadi referensi untuk berbagai penelitian lebih lanjut mengenai PPh
Pasal 23 pada umumnya maupun mengenai jasa pemakaian tenaga kerja

(outsourcing) pada khususnya.

1.5.  Sistematika Skripsi
Untuk mempermudah dalam pembahasan penulisan skripsi ini, berikut

dijelaskan sistematika skripsi yang terbagi dalam lima bab yaitu :

Bab 1. Pendahuluan
Berisi penjelasan secara umum tentang latar belakang permasalahan,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika
skripsi.

Bab II. Tinjauan Kepustakaan
Diuraikan tentang konsep-konsep teoritis yang digunakan sebagai dasar
pemecahan masalah yaitu tinjavan umum mengenai perpajakan, tinjauan
umum mengenai biaya dan Pajak Penghasilan 23, serta tinjauan umum
mengenai jasa penyediaan tenaga kerja dan outsourcing.

Bab III. Metode Penelitian
Berisi penjelasan tentang ruang lingkup penelitian, pendekatan
penelitian, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, dan teknik

analisis yang digunakan.
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Bab IV. Hasil dan Pembahasan
Menguraikan tentang gambaran umum subyek penelitian, deskripsi hasil
penelitian, dan pembahasan dengan menggunakan kajian teori pada bab
I1 serta data-data yang diperoleh.

Bab V. Simpulan dan Saran
Berisi simpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah dilakukan dan

saran untuk perbaikan selanjutnya.
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BAB I1

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1. Tinjauan Umum Mengenai Pajak
2.1.1. Definisi Pajak dan Fungsi Pajak

Banyak definisi pajak yang telah dikemukakan oleh para pakar, yang satu
sama lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian
pajak sehingga mudah dipahami. Perbedaannya hanya terletak pada sudut
pandang yang digunakan oleh masing-masing pihak pada saat merumuskan
pengertian pajak, menurut Adriani, seperti yang dikutip Waluyo dan Wirawan
(1999:2) sebagai berikut -

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang
oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak
mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya
adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan
tugas negara menyelenggarakan pemerintahan”.

Dari definisi tersebut dapat diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian
pajak, yaitu :
a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya
b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara

individu oleh pemerintah

c. Pajak dipungut oleh Negara (Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah)

6
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d. Pajak diperuntukkan membiayai pengeluaran Pemerintah dan apabila
pemasukannya masih surplus, dipergunakan untuk membiayai “public
investment”’

Dari empat unsur yang menjadi ciri-ciri pajak ternyata hanya
menggambarkan bahwa fungsi pajak semata-mata sebagai sarana untuk
memasukkan uang sebagai pendapatan negara (budgetair). Apabila dikaji lebih
jauh sebenarnya masih ada satu fungsi lagi, yaitu fungsi mengatur (regulerent).
Dalam menjalankan fungsi mengatur, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk
mengatur kebijaksanaan perekonomian suatu negara. Oleh karena itu fungsi
mengatur ini dapat ditambahkan sebagai unsur kelima.

Atas dasar kelima unsur tersebut, maka dalam buku “Pengantar Singkat
Hukum Pajak”, Rochmat Soemitro, seperti yang dikutip Mardiasmo (2000:1)
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang
dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang
langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran
umum”.

Definisi tersebut lebih bersifat ekonomis karena penekanannya pada faktor
peralihan kekayaan dan manfaat pajak bagi masyarakat. Apabila ditinjau dari segi
hukum, menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah perikatan yang timbul karena
undang-undang yang mewajibkan seseorang memenuhi syarat-syarat yang
ditentukan oleh undang-undang (faatbestand) untuk membayar sejumlah uang ke
kas negara yang dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan imbalan yang secara

langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-
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pengeluaran negara (rutin dan pembangunan) dan yang digunakan sebagai alat
(pendorong atau penghambat) untuk mencapai tujuan diluar bidang keuangan.

Dari definisi yang terakhir ini, penekanannya lebih dititikberatkan pada
pajak sebagai suatu perikatan, dan pada hak dan kewajiban baik yang ada pada
masyarakat maupun negara. Ciri-ciri pajak tersebut membedakan pengertian pajak
dengan jenis pungutan lain seperti retribusi, sumbangan dan lain-lain.

2.1.2. Pajak Subjektif dan Pajak Objektif

Berdasarkan titik tolak pungutannya akan menghasilkan dua jenis pajak,
yaitu pajak subyektif dan pajak obyektif (Pudyatmoko Y.Sri,2002:11-12).

a. Pajak subyektif adalah pajak yang pengenaannya berpangkal pada diri
orang/badan yang dikenai pajak (Wajib Pajak). Pajak subyektif dimulai dengan
menetapkan orangnya baru kemudian dicari syarat-syarat obyeknya. Jadi, yang
diperhatikan pertama kali adalah subyeknya (orang atau badan) baru kemudian
dicari obyeknya. Pada pasal 2 UU No. 17 Tahun 2000 ditentukan :

(1) Yang menjadi subyek pajak adalah :
a. 1) orang pribadi;
2) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang
berhak;
b. badan;
c. bentuk usaha tetap.
Siapa saja yang dikategorikan sebagai subyek pajak itu sudah ditentukan, dan

setelah mereka ini memenuhi syarat sebagai subyek pajak baru kemudian dilihat
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apakah mereka mempunyai/memperoleh penghasilan yang memenuhi syarat

untuk dikenai pajak.

b. Pajak obyektif adalah pajak yang pengenaannya berpangkal pada obyek yang
dikenai pajak dan untuk mengenakan pajaknya harus dicari subyeknya. Jadi
pertama-tama yang dilihat adalah obyeknya yang selain benda dapat pula
berupa keadaan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan timbulnya
kewajiban membayar, kemudian baru dicari subyeknya (orang atau badan)
yang bersangkutan langsung tanpa mempersoalkan apakah subyek itu sendiri
berada di Indonesia atau tidak. Sebagai contoh, juga dapat dilihat dalam Pajak
Penghasilan (PPh), di dalam Pajak Penghasilan dikenakan juga terhadap
mereka yang berada atau berkedudukan diluar Indonesia yang memperoleh
penghasilan dari Indonesia. Jadi yang digunakan sebagai titik pangkalnya
adalah penghasilan (obyek) yang diperoleh di Indonesia, baru kemudian dicari
subyeknya yang akan dikenai pajak.

2.2. Tinjanan Umum Mengenai Biaya dan Pajak Penghasilan Pasal 23

2.2.1. Biaya

Biaya-biaya yang dapat dikurangkan sebagai pengurang penghasilan
bruto menurut ketentuan perpajakan antara lain adalah biaya-biaya yang
mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan,
menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak. Pengertian
ini didasarkan pada Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2000 :

a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk

biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk
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upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam
bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah,
premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;

Dalam akuntansi komersial semua biaya termasuk kerugian (Josses) dapat
dikurangkan dalam menghitung penghasilan neto (net income). Menurut Milton F.
Usry dan Lawrence H. Hammer (1991 : 25) biaya didefinisikan sebagai suatu nilai
tukar prasyarat, pengorbanan yang dilakukan guna memperoleh manfaat. Dalam
akuntansi keuangan, prasyarat atau pengorbanan tersebut pada tanggal perolehan
dinyatakan dengan pengurangan kas atau aktiva lainnya pada saat ini atau di masa
datang. Istilah biaya sering digunakan dalam arti yang sama dengan istilah beban
(expense), namun beban dapat didefinisikan sebagai arus keluar barang atau jasa
yang akan dibebankan pada/ditandingkan (marched) dengan pendapatan (revenue)
untuk menentukan laba (income) atau :

“ ....pengurangan aktiva bersih akibat digunakannya jasa-jasa ekonomis untuk
menciptakan pendapatan atau karena pengenaan pajak oleh badan-badan
pemerintah. Beban dihitung menurut jumliah penggunaan aktiva dan pertambahan
kewajiban yang berkaitan dengan produksi dan pengiriman barang serta
pemberian jasa....dalam arti yang terluas, beban mencakup biaya yang telah habis
dipakai (expired) yang dapat dikurangkan dari pendapatan”.
Dengan demikian istilah biaya dalam pajak tidak sama dengan biaya dalam
akuntansi komersial karena dalam pajak tidak semua biaya dapat dikurangkan,
sedangkan dalam akuntansi komersial semua biaya dapat dikurangkan dalam
menghitung penghasilan neto (net income).
2.2.2. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23

Obyek PPh Pasal 23 berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 17 tahun

2000 menetapkan atas penghasilan di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk
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apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan
dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan
perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk
usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan :
a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas :
1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
2. bunga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
3. royalti;
4. hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;
b. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto dan bersifat final atas bunga
simpanan yang dibayarkan oleh koperasi;
c. sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas :
1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi,
jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
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Dalam memori penjelasan Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2000 antara lain
dijelaskan dasar pemotongan pajak dalam ayat ini dibedakan antara penghasilan
bruto dan perkiraan penghasilan neto. Dasar pemotongan pajak untuk pembayaran
penghasilan dalam bentuk dividen, bunga, royalti, hadiah, dan penghargaan adalah
jumlah penghasilan bruto. Dasar pemotongan untuk sewa dan penghasilan lain
sehubungan dengan penggunaan harta adalah perkiraan penghasilan neto.
Sedangkan berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2000
besarnya perkiraan penghasilan neto dan jenis jasa lain sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
Agar ketentuan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan dinamis sesuai dengan
perkembangan dunia usaha, maka Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk
menetapkan jenis-jenis jasa lain dan besarnya perkiraan penghasilan neto. Dalam
menetapkan besarnya perkiraan penghasilan neto, Direktur Jenderal Pajak selain
memanfaatkan data dan informasi intern, dapat memperhatikan pendapat dan

informasi dari pihak-pihak yang terkait.

2.3. Tinjauan Umum Mengenai Jasa Penyediaan Tenaga Kerja dan
Outsourcing
2.3.1. Jasa penyediaan tenaga kerja
Dalam KEP-170/PJ/2002 Pasal 2 huruf b ditetapkan bahwa imbalan jasa
yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari
perkiraan penghasilan neto adalah imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa

manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain sebagaimana dimaksud
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dalam Pasal 23 ayat (1) huruf ¢, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2000, yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri atau
bentuk usaha tetap, selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21. Sedangkan
dalam lampiran II KEP-170/PJ/2002 dijelaskan jenis jasa lain dan perkiraan
penghasilan neto atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan
dan jasa lain yang atas imbalannya dipotong pajak penghasilan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf ¢ Undang-Undang nomor 7 tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang nomor 17 tahun 2000 terdiri dari :
1. a. Jasa profesi

b. Jasa konsultan, kecuali konsultan konstruksi

c. Jasa akuntansi dan pembukuan

d. Jasa penilai

e. Jasa aktuaris
2. a. Jasa teknik dan jasa manajemen

b. Jasa perancang/ desain

c. Jasa instalasi/ pemasangan

d. Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan

e. Jasa pengeboran (jasa drilling) di bidang Penambangan minyak dan gas

bumi (migas) , kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap
f. Jasa penunjang di bidang penambangan migas

g. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas
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h. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara
1. Jasa penebangan hutan, termasuk land clearing

j. Jasa pengolahan/ pembuangan limbah

k. Jasa maklon

l. Jasa rekruitmen/ penyediaan tenaga kerja

m. Jasa perantara

n. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan

oleh BEJ, BES, KSEI dan KPEI

0. Jasa kustodian/ penyimpanan/ penitipan, kecuali yang dilakukan KSEI dan
tidak termasuk sewa gudang yang telah dikenakan PPh final berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996
p. Jasa telekomunikasi yang bukan untuk umum
q. Jasa pengisian sulih suara (dubbing) dan atau mixing film
r. Jasa pemanfaatan informasi di bidang teknologi, termasuk jasa internet

s. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan,
pemeliharaan dan perbaikan

3. Jasa pelaksanaan konstruksi, termasuk jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan

bangunan, jasa instalasi/ pemasangan mesin, listrik/ telepon/ air/ gas/ AC/ TV

kabel, sepanjang jasa tersebut dilakukan Wajib Pajak yang ruang lingkup

pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/ sertifikasi sebagai

pengusaha konstruksi
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4. a. Jasa perencanaan konstruksi
b. Jasa pengawasan konstruksi
5. a. Jasa pembasmian hama dan jasa pembersihan
b. Jasa Catering
c. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah
Disamping itu dalam KEP-170/PJ/2002 Pasal 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud
dengan jumlah imbalan bruto khusus untuk jasa konstruksi dan jasa catering
adalah jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya, termasuk atas pemberian jasa
dan pengadaan material/ barangnya, sedangkan yang dimaksud dengan jumlah
imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa konstruksi dan jasa catering adalah
jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali
apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa
dengan material/ barang akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak.

Definisi Jasa Penyediaan Tenaga Kerja berdasarkan SE-05/PJ.53/2003
adalah jasa yang diserahkan oleh pengusaha kepada pemakaian jasa tenaga kerja,
di mana pengusaha dimaksud semata-mata hanya menyerahkan jasa penyediaan
tenaga kerja. Adapun tarif PPh Pasal 23 atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja
menurut KEP-170/PJ/2002 adalah sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto,
yaitu sebesar 40% dari penghasilan bruto. Atas pemakaian jasa tenaga kerja,
pengusaha wajib memotong PPh pasal 23 terutang dari perusahaan penyedia

tenaga kerja dan selanjutnya membayar dengan sarana Surat Setoran Pajak (SSP)
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serta melaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) PPh pasal 23
dengan dilampiri Bukti Pemotongan PPh pasal 23.
2.3.2. Outsourcing

Outsourcing adalah kegiatan memberikan jasa dalam suatu bidang usaha,
kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja pemberi jasa dengan
disertai keterlibatan langsung tenaga kerja tersebut dalam pelaksanaannya.
Pengertian ini didasarkan pada SE-05/PJ.53/2003 nomor 2.

Sedangkan definisi Qutsourcing menurut Chandra Suwondo (2004 : 2)
adalah pendelegasian operasi dan manajemen harian dari suatu proses bisnis
(perusahaan pemakai jasa outsourcing) kepada pihak luar (perusahaan penyedia
jasa outsourcing). Adapun hal-hal yang didelegasikan dalam outsourcing adalah
suatu fungsi dan proses bisnis tertentu untuk disisipkan dalam operasional bisnis
secara keseluruhan.
2.3.2.1.Pengaruh Qutsourcing

Outsourcing mempengaruhi suatu organisasi secara keseluruhan dalam hal
berikut :

1. Bentuk Organisasi
Outsourcing mengubah suatu bentuk organisasi bisnis dari bentuk monolitik
yang menjalin semua fungsi dan proses menjadi suatu bentuk baru dimana
bisnis inti yang membuat organisasi sukses, dikelilingi dan didukung oleh
fungsi dan proses yang dioutsource kepada perusahaan perusahaan penyedia

jasa outsourcing.
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2. Pekerja
Pekerja yang melakukan pekerjaan pada suatu fungsi dan proses yang
dioutsource akan mempunyai kesempatan berkembang di perusahaan
outsourcing karena mempunyai bidang spesialisasi yang lebih kecil.

3. Cara Operasional
Perusahaan penyedia jasa outsourcing melakukan pengaturan terhadap seluruh
personil tenaga kerjanya sesuai spesifikasi yang dimiliki masing-masing
personil.

4. Cara Pengukuran
Cara pengukuran keberhasilan suatu fungsi dan proses yang dijalankan oleh
perusahaan penyedia jasa outsourcing tidak lagi berdasarkan kinerja individu
pekerja, tetapi berdasarkan target-target yang ditetapkan oleh perusahaan
melalui SLAs (Service Level Agreements).

2.3.2.2.Langkah-langkah implementasi outsourcing

Langkah-langkah implementasi outsourcing yang efektif adalah mengikuti

langkah-langkah berikut :

1. Definisikan tujuan organisasi
Secara umum, prioritas dan motivasi perusahaan untuk outsourcing berbeda.
Hal tersebut sangat tergantung pada jenis perusahaan, kondisi perusahaan, serta
kondisi makro ekonomi. Menentukan secara jelas tujuan-tujuan outsourcing

merupakan hal yang penting.
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2. Identifikasi fungsi-fungsi yang harus dioutsourcing
Sebelum di-outsourcing, setiap operasi/proses bisnis perusahaan harus
dianalisis dan dievaluasi dalam ketentuan kualitas, efektifitas biaya dan
efisiensi secara keseluruhan. Selain itu, diperlukan juga perhitungan dan
kalkulasi akurat dalam setiap operasi dan layanan yang akan di-outsourcing.

3. Perhitungkan resiko
Berbagai pertimbangan harus diperhitungkan dan diputuskan. Kesalahan dalam
implementasi outsourcing dapat menimbulkan resiko pada perusahaan.

4. Buat permintaan proposal tertulis
Strategi yang baik untuk memperkaya permintaan proposal adalah menemui
beberapa vendor untuk mendiskusikan penetapan tugas dan mendengarkan
setiap pertanyaan dari vendor akan memberikan ide yang baik mengenai hal-
hal yang untuk kelengkapan proposal.

5. Definisikan lingkup dari kontrak
Dalam menganalisa lingkup kontrak, identifkasikan layanan optimum untuk
kepentingan bisnis di masa depan. Kemudian buatlah secara spesifik dan tepat
hal-hal yang harus dikerjakan dalam setiap fungsi, termasuk tuliskan standar,
spesifikasi dan pengukuran kuantitatif dari tugas yang dikerjakan.

6. Seleksi vendor yang berada pada daftar permintaan proposal
Seleksi referensi vendor, pertimbangkan track record dan pengalaman vendor

yang sukses dalam menjalankan fungsi outsourcing.
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7. Evaluasi proposal
Saat menerima proposal, perusahaan harus menganalisis dan mengevaluasi
solusi yang ditawarkan, termasuk keuntungan strategik, penempatan personil
dan perkiraan resiko yang ada.

8. Negosiasikan harga akhir
Saat menegosiasikan harga, pastikan bahwa perbandingan harga dari vendor
adalah sebanding. Negosiasikan harga akhir sebaik-baiknya sehingga didapat
efisiensi biaya dari fungsi yang di-outsourcing.

2.3.2.3.8ervice Level Agreements (SLAs)

Pengukuran kinerja perusahaan penyedia jasa outsourcing didasarkan pada
target-target yang ditetapkan perusahaan pemakai jasa outsourcing kepada
perusahaan penyedia jasa outsourcing melalui Service Level Agreements (SLAs).
Service Level Agreements adalah suatu kontrak antara perusahaan penyedia jasa
outsourcing dengan perusahaan pemakai jasa outsourcing yang menspesifikasikan
ketentuan pengukuran kinerja yang disiapkan/dijanjikan perusahaan penyedia jasa
outsourcing kepada perusahaan pemakai jasa outsourcing.
2.3.2.4.Alasan-alasan terpopuler untuk outsourcing

Lima alasan strategis (keuntungan jangka panjang) terpopuler untuk
outsourcing :

1. Meningkatkan fokus bisnis perusahaan
Outsourcing memungkinkan perusahaan fokus pada bisnis inti dengan skala

yang lebih luas.
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2. Masuk pada kemampuan kelas dunia
Secara mendasar, perusahaan penyedia jasa outsourcing akan membawa
kelanjutan sumber-sumber kelas dunia untuk memenuhi keinginan pemakai
jasanya.

3. Mempercepat keuntungan dari teknologi baru (re-engineering)

Perusahaan penyedia jasa biasanya melengkapi layanannya dengan peralatan
modern karena kebutuhan akan kapasitas kerjanya, sehingga perusahaan
pemakai jasa akan mendapatkan keuntungan re-engineering.

4. Membagi resiko usaha
Dengan melakukan outsourcing, segala resiko pekerjaan, ketenagakerjaan dan
resiko lainnya menjadi resiko perusahaan penyedia jasa.

5. Menggunakan sumber-sumber yang ada untuk aktifitas yang lebih strategis
Segala kegiatan yang bukan merupakan bisnis inti perusahaan tidak akan
menjadi beban lagi, segala sumber yang ada dapat difokuskan pada bisnis inti.

Lima alasan taktikal (keuntungan jangka pendek) terpopuler untuk outsourcing :

1. Mengurangi dan mengendalikan biaya-biaya operasional
Biaya-biaya opersional yang terjadi akan lebih murah karena menjadi beban
perusahaan outsourcing, sehingga dapat dikendalikan dari
kebocoran/kecurangan.

2. Membuat tersedianya dana-dana modal
Outsourcing mengurangi kebutuhan investasi dana pada fungsi-fungsi diluar
bisnis inti. Upaya tersebut akan memungkinkan dana-dana modal tersedia

untuk area bisnis inti.
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3. Menghasilkan pemasukan dana tunai
Outsourcing melibatkan transfer aset dari pemakai jasa kepada penyedia jasa.
Hal ini merupakan bagian dari transaksi yang menghasilkan pemasukan dana
tunai.

4. Sumber daya tidak perlu tersedia secara internal
Perusahaan melakukan outsourcing karena tidak dapat memenuhi kebutuhan
sumber daya di organisasinya, salahsatunya disebabkan biaya yang terlalu
besar untuk pemenuhan sumber daya.

5. Pemberdayaan fungsi yang sulit diatur atau luar kendali
Dengan outsourcing, fungsi yang sulit diatur atau luar kendali akan ditangani
oleh perusahaan yang profesional di bidangnya.

Lima alasan transformasional (perubahan) terpopuler untuk outsourcing :

1. Membawa solusi baru kepada nasabah lebih cepat
Dengan kemampuan spesialisasi perusahaan outsourcing, maka kecepatan
proses jasa maupun produk dapat tercipta.

2. Reaksi untuk mempersingkat daur hidup produk
Masalah akibat singkatnya daur hidup produk akan hilang karena segala
sumber daya disediakan perusahaan outsourcing.

3. Mendefinisikan ulang hubungan dengan penyedia jasa dan rekan bisnis
Untuk mendapatkan keuntungan terus-menerus, penyedia dan rekan bisnis
harus membantu perusahaan untuk dapat bersaing dan memperoleh

keuntungan.
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4. Mengungguli pesaing
Outsourcing memungkinkan perubahan dan peningkatan bisnis perusahaan
secara signifikan untuk mengungguli para pesaing.
5. Masuk ke pasar-pasar yang baru dengan resiko kecil
Resiko menjadi lebih kecil karena pengalaman dan spesifikasi perusahaan
outsourcing, sehingga memungkinkan masuk ke pasar-pasar yang baru.
2.3.2.5.Kebutuhan perusahaan outsourcing di Indonesia
Saat ini Indonesia sangat membutuhkan perusahaan-perusahaan
outsourcing untuk menarik investor asing. Salah satu alasan strategis yang populer
untuk outsourcing adalah membagi resiko usaha. Dengan menggunakan
perusahaan outsourcing di Indonesia, resiko usaha/investasi menjadi lebih kecil.
Jasa outsourcing yang mulai populer di Indonesia antara lain :
1. Security guard
2. Cleaning service
3. Pengemudi berikut mobil
4. Security transportation (cash in transit, ATM replenishment, cash home
delivery, dedicated vehicle dan intercity courier)
5. Peralatan berat berikut operatornya
6. Pembukuan/keuangan

7. Teknologi informasi
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BAB 111

METODE PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada suatu perusahaan yang bergerak dalam
bidang usaha jasa perhotelan. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada pegujian
pemenuhan kewajiban perpajakan atas jasa pemakaian tenaga kerja (outsourcing)

dengan mengambil contoh kasus Wajib Pajak badan cabang di Surabaya.

3.2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu rancangan penelitian yang
menjelaskan secara logis mengenai hubungan antara rumusan masalah dengan
metode yang diterapkan sehingga metode penelitian yang dipilih oleh peneliti
akan digunakan untuk mencoba menjawab pertanyaan penelitian.

Pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus karena pendekatan
ini berawal dari masalah kemudian digunakan proses rasionalisasi dari suatu
fenomena yang terjadi. Dengan pendekatan studi kasus maka prosesnya tetap
memperhatikan konteks studi dengan menitikberatkan pada pemahaman,
pemikiran, dan persepsi peneliti.

Menurut Moleong (2004 : 7) metode kualitatif sebagai proses penelitian

yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari

23 i
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orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan pendekatan kualitatif

sebagai prosedur penelitian maka lebih banyak mementingkan segi proses

daripada hasil. Hal ini disebabkan oleh hubungan bagian yang sedang diteliti akan
jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses.

Sedangkan menurut Yin (2003 : 1) studi kasus merupakan strategi yang
lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan “how” atau
“why”, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-
peristiwa yang akan diselidiki dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada
fenomena kontemporer dalam kehidupan nyata.

Alasan penulis memilih metode penelitian studi kasus adalah :

1. Perumusan masalah tentang “Bagaimana pengujian pemenuhan kewajiban
perpajakan atas jasa pemakaian tenaga kerja (outsouwrcing)”, telah sesuai
dengan definisi yang diberikan oleh Yin bahwa studi kasus merupakan strategi
yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan
“how” atau “why”

2. Tujuan penelitian ini hanya bersifat memberikan penjelasan (explanatory)
tentang adanya suatu fenomena di kehidupan nyata bukan untuk mencari

hubungan sebab akibat (exploratory).

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari terbitan resmi atau laporan
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yang dikeluarkan pihak perusahaan dan Surat Pemberitahuan Masa yang

disampaikan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak.

3.4. Prosedur Pengumpulan Data
Yin (2003 : 118) menyebutkan tiga prinsip pengumpulan data yaitu :

a. Menggunakan muiti sumber bukti
Kekuatan utama dari pengumpulan data studi kasus terletak pada peluangnya
untuk menggunakan berbagai sumber bukti. Penggunaan multi sumber bukti
dalam studi kasus memberi peluang kepada peneliti untuk mengarahkan diri
pada isu-isu historis, sikap dan observasi yang lebih luas sehingga
temuan/konklusi apapun dalam studi kasus akan lebih meyakinkan dan tepat
bila didasarkan pada beberapa sumber informasi yang berlainan, mengikuti
bentuk pendukungnya.

b. Menciptakan data dasar studi kasus
Prinsip kedua berkemaan dengan cara mengorganisasikan dan
mendokumentasikan data yang telah terkumpul. Bagi studi kasus, catatan
merupakan komponen data dasar yang paling utama. Catatan ini bisa
menggunakan berbagai bentuk berupa hasil survei, wawancara, observasi, atau
analisis dokumen. Pada catatan tersebut disarankan untuk diberi penjelasan
tambahan agar memudahkan penyimpanan dan penemuan dokumen kembali.

c. Memelihara rangkaian bukti
Prinsip lainnya yang harus diikuti untuk meningkatkan realibilitas informasi

studi kasus adalah memelihara rangkaian bukti. Prinsip ini dimaksudkan untuk
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memungkinkan pengamat dalam lingkup yang lebih luas, pembaca studi kasus
misalnya, mengikuti asal muasal bukti sejak dari pertanyaan awal penelitian
hingga konklusi akhir studi kasus yang bersangkutan. Selain itu, pengamat
luas harus dapat melacak langkah-langkah ke arah mana saja (dari konklusi
kembali ke pertanyaan awal penelitian ataupun dari pertanyaan awal tersebut
ke konklusi).
Untuk memenuhi prinsip-prinsip pengumpulan data di atas, maka prosedur

pengumpulan  data  yang  digunakan adalah  sebagai  berikut

a) Survei pendahuluan
Yaitu dengan cara mengadakan peninjauan tempat yang merupakan obyek
penelitian untuk mendapatkan gambaran secara umum yang dapat digunakan
sebagai masukan dalam penulisan skripsi ini.

b) Studi pustaka
Yaitu dengan mempelajari dan mengumpulkan literatur-literatur yang berisi
konsep dasar dan teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang akan
dibahas untuk dijadikan sebagai landasan teoritis.

¢) Studi lapangan
Yaitu dengan melakukan penelitian langsung untuk mendapatkan data-data
yang akurat dan relevan. Pengumpulan data diperoleh dengan menggunakan

teknik obsevasi dan dokumentasi.
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3.5. Teknik Analisis

Analisis bukti (data), menurut Yin (2003 : 133) terdiri atas pengujian,
pengkategorian, pentabulasian, ataupun pengombinasian kembali bukti-bukti
untuk menunjuk proposisi awal suatu penelitian. Menganalisis bukti studi kasus
adalah suatu hal yang sulit karena strategi dan tekniknya belum teridentifikasikan
secara memadai di masa yang lalu. Namun begitu, setiap penelitian hendaknya
dimulai dengan strategi analisis yang umum — yang mengandung prioritas tentang
apa yang akan dianalisis dan mengapa.

Kebutuhan akan strategi analisis yang umum dimaksudkan agar peneliti
dapat memperlakukan bukti secara wajar, menghasilkan konklusi analisis yang
mendukung, dan menetapkan alternatif interpretasi. Peran strategi umum tersebut
untuk membantu peneliti menetapkan pilihan di antara berbagai teknik analisis.
Ada tiga bentuk teknik analisis yang dominan yaitu penjodohan pola, pembuatan
penjelasan, dan alisis deret waktu.

Dalam penelitian ini- digunakan strategi umum yang didasarkan pada
proposisi teoritis dengan teknik analisis pembuatan penjelasan. Tujuannya adalah
menganalisis data studi kasus dengan cara membuat suatu penjelasan tentang
kasus yang bersangkutan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pengumpulan data perusahaan mengenai praktek pengadministrasian atas jasa
pemakaian tenaga kerja outsourcing sesuai dengan ketentuan perpajakan
2. Menganalisis praktek tersebut untuk mengidentifikasi pelaksanaan sesuai

dengan ketentuan perpajakan
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3. Menyajikan dan menganalisis hasil penelitian

4. Melakukan interpretasi hasil penelitian.

Gambar 3.1

Teknik Analisis Jasa Pemakaian Tenaga Kerja Outsourcing

Analisis dokumen pendukung atas transaksi pemakaian tenaga kerja
outsourcing berupa Service Level Agreements (SLAs) dan buku besar biaya
yang dilaporkan dalam laporan laba rugi

Analisis dokumen pendukung atas transaksi pemakaian tenaga kerja
outsourcing yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan berupa SPT masa
PPh pasal 23, bukti pemotongan PPh pasal 23, dan Surat Setoran Pajak (SSP)

Menjelaskan proses pemenuhan kewajiban perpajakan PPh pasal 23 atas jasa
pemakaian tenaga kerja oufsourcing, mulai penghitungan PPh pasal 23

terutang, pembayaran PPh pasal 23 terutang dengan SSP, hingga pelaporan
SPT masa PPh pasal 23

|

Analisis perbedaan pelaporan jasa pemakaian tenaga kerja outsourcing antara
laporan laba rugi dan SPT masa PPh pasal 23
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BAB 1V

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum PT. AW Surabaya sebagai Subyek Penelitian

PT. AW yang berkedudukan di Surabaya merupakan perusahaan cabang
yang didirikan pada tanggal 31 Juli 2000 dengan akte pendirian nomor 161
dihadapan Mahyastuti Notonegoro, SH notaris di Jakarta. Pendirian kantor cabang
Surabaya ini merupakan keputusan dari Dewan Direksi kantor pusat PT. AW yang
berkedudukan di Jakarta dalam rangka perluasan usaha.

Kegiatan usaha PT. AW adalah di bidang jasa perhotelan dan dipimpin
oleh seorang manajer, sedangkan departemen/bagian yang ada pada perusahaan
terdiri dari :

1. Room Service Department
Bagian ini mempunyai tugas pelayanan kamar, termasuk didalamnya
penyediaan makanan dan minuman bagi tamu hotel.

2. Food and Beverage Department
Bagian ini mempunyai tugas menyediakan makanan dan minuman bagi tamu
hotel, baik di kamar maupun restoran hotel.

3. Accounting Department
Bagian ini mempunyai tugas untuk melaksanakan pembukuan/ akuntansi atas

semua transaksi perusahaan dan memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan.

2
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4. Administration Department
Bagian ini mempunyai tugas untuk melaksanakan adminstrasi umum

perusahaan selain yang telah ditangani oleh Accounting Department.

Pemenuhan kebutuhan perusahaan akan tenaga kerja di PT. AW sebagian
diperoleh melalui kerjasama/mengadakan perjanjian dengan perusahaan
penyediaan tenaga kerja yaitu PT. GWM secara oufsourcing. Perjanjian
penyediaan tenaga kerja (Service Level Agreements) tersebut antara lain berisi
mengenai penyediaan tenaga kerja sebanyak 24 (dua puluh empat) orang oleh PT.
GWM sesuai dengan kualifikasi yang diminta oleh PT. AW untuk melaksanakan
tugas-tugas yang berhubungan dengan pekerjaan yang ada di lingkungan hotel
yang diberikan oleh perusahaan yaitu pada Room Service Department dan Food
and Beverage Department sedangkan Accounting Department dan Administration
Department tidak memakai jasa tenaga kerja ouisourcing. Jumlah tenaga kerja
dapat berubah sesuai kesepakatan kedua pihak dan perjanjian ini akan ditinjau dan
dievaluasi setiap tahunnya.

Pengaruh atau keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan
pemakai jasa tenaga kerja outsourcing antara lain :

1. Bentuk organisasi
Bentuk organisasi dengan outsourcing lebih sederhana daripada organisasi
yang tidak outsourcing karena adanya beberapa level/tingkat jabatan yang

disederhanakan.
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2. Tenaga kerja
Perusahaan pemakai jasa tenaga kerja outsourcing akan memperoleh tenaga
kerja dengan kualifikasi yang diinginkan tanpa harus melakukan pelatihan
tambahan dan dapat meminta penggantian tenaga kerja kepada pihak penyedia
tenaga kerja apabila diperlukan.

3. Membagi resiko usaha
Dengan outsourcing maka resiko usaha dapat dibagi antara perusahaan
pemakai jasa tenaga kerja dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja.
Resiko usaha tersebut antara lain adalah resiko di bidang ketenagakerjaan,
misalnya tuntutan kenaikan gaji/upah atau kewajiban memberikan pesangon
bagi karyawan yang kelvuar. Dalam hal ini resiko usaha sepenuhnya ada di
pihak penyedia jasa tenaga kerja.

4. Mengurangi dan mengendalikan biaya-biaya operasional
Qutsourcing dapat mengurangi biaya operasional terutama biaya untuk
rekruitmen tenaga kerja dan biaya administrasi ketenagakerjaan. Disamping itu
biaya/imbalan jasa tenaga kerja yang dikeluarkan oleh pihak pemakai tenaga
kerja setiap bulan relatif tetap sehingga biaya operasional dapat dikendalikan.

5. Sumber daya tidak perlu tersedia secara internal
Perusahaan pemakai jasa tenaga kerja outsourcing tidak perlu menyediakan
tenaga kerja secara internal melalui proses rekruitmen karena sudah disediakan

oleh perusahaan penyedia jasa tenaga kerja.
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Struktur Organisasi PT. AW

Gambar 4.1

MANAJER

ACCOUNTING
DEPARTMENT

ADMINISTRATION
DEPARTMENT

Sumber : Data intern perusahaan

SKRIPSI

ROOM SERVICE
DEPARTMENT

FOOD & BEVERAGE
DEPARTMENT

PEKERJA DARI PT. GWM
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4.2.  Deskripsi Hasil Penelitian

Latar belakang diimplementasikannya outsourcing pada PT. AW adalah
kondisi perekonomian yang tidak menentu, sehingga untuk mengurangi resiko
usaha di bidang ketenagakerjaan maka perusahaan memutuskan untuk
melaksanakan outsourcing. Disamping untuk mengurangi/membagi resiko usaha,
banyak manfaat yang dapat diperoleh perusahaan, antara lain : bentuk organisasi
lebih sederhana, tenaga kerja yang diperoleh memiliki kualifikasi yang diminta
perusahaan pemakai tenaga kerja, resiko usaha dibagi antara perusahaan pemakai
tenaga kerja dan perusahaan penyedia tenaga kerja, serta biaya operasional atas
imbalan jasa tenaga kerja setiap bulan relatif tetap sehingga dapat dikendalikan.
Fungsi-fungsi yang di-outsoucing adalah Room Service Department dan Food and
Beverage Department karena kedua departemen tersebut memerlukan tenaga kerja
dalam jumlah yang besar dan menjalankan fungsi pelayanan langsung kepada
pelanggan/tamu hotel yang akan berpengaruh langsung kepada kelangsungan
usaha perusahaan. Sebelum melaksanakan outsourcing, perusahaan mengajukan
penawaran kepada beberapa perusahaan penyedia tenaga kerja outsourcing,
setelah itu dilakukan pemilihan berdasarkan standar dan spesifikasi yang
ditetapkan PT. AW sebagai pemakai tenaga kerja outsourcing, berdasarkan
proposal dan negosiasi harga akhir yang disepakati akhirnya terpilih PT. GWM
sebagai perusahaan penyedia tenaga kerja outsourcing. Kesepakatan tersebut
dituangkan dalam suatu perjanjian yang disebut Service Level Agreements (SLAs)
yang antara lain berisi tentang pemakaian tenaga kerja outsourcing untuk Room

Service Department dan Food and Beverage Department pada PT. AW sebanyak
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24 (dua puluh empat) pekerja dari PT. GWM. Perjanjian ini akan dievaluasi dan
ditinjau kembali setiap tahun dan apabila dalam pelaksanaan outsourcing pekerja
dari PT. GWM tidak melaksanakan pekerjaan sesuai standar dan spesifikasi yang
ditetapkan PT. AW, maka PT. GWM akan memberikan kompensasi kepada PT.
AW berupa pembayaran atau penggantian tenaga kerja.

Ditinjau dari sudut pandang perpajakan, maka PT. AW sebagai pihak yang
mengeluarkan biaya pemakaian tenaga kerja outsourcing berkewajiban melakukan
pemotongan PPh pasal 23 terutang kepada pihak penyedia tenaga Kkerja
outsourcing yaitu PT. GWM atas penghasilan yang diterimanya. Kewajiban
perpajakan berikutnya bagi PT. AW adalah membayarkan PPh pasal 23 terutang
dengan sarana Surat Setoran Pajak (SSP) dan melaporkan transaksi tersebut dalam
Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh pasal 23 dengan dilampiri Bukti
Pemotongan PPh pasal 23 dan SSP sesuai dengan jumlah yang dibayarkan.

PT. AW melaporkan biaya pemakaian tenaga kerja yang dibayarkan
kepada PT. GWM dalam laporan laba-rugi untuk bulan Januari-Desember tahun
pajak 2003 sebagai berikut :

1. Unsur biaya pemakaian tenaga kerja dalam laporan laba-rugi
Biaya pemakaian tenaga kerja untuk bulan Januari-Desember tahun pajak
2003 yang dilaporkan dalam laporan laba-rugi, sesuai dengan jumlah yang
tercantum dalam perjanjian penyediaan tenaga kerja (Service Level

Agreements) adalah sebagai berikut :
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Tabel 4.1
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Biaya Pemakaian Tenaga Kerja PT. AW tahun 2003

No. Bulan Pembayaran
1. | Januari Rp 29.500.000
2. | Februari Rp 29.500.000
3. | Maret Rp 29.500.000
4. | April Rp 29.500.000
5. | Mei Rp 29.500.000
6. | Juni Rp 29.500.000
7. | Juli Rp 29.500.000
8. | Agustus Rp 29.500.000
9. | September Rp 29.500.000
10. | Oktober Rp 29.500.000
11. | November Rp 29.500.000
12. | Desember Rp 29.500.000
Total Rp 354.000.000

SKRIPSI

Sumber : Laporan Laba-Rugi PT. AW tahun 2003

2. SPT Masa PPh Pasal 23

Jumlah bruto jasa pemakaian tenaga kerja outsourcing yang dilaporkan dalam

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 dan Bukti Pemotongan PPh

pasal 23 serta PPh Pasal 23 terutang yang dibayar dengan sarana Surat Setoran

Pajak (SSP) untuk masa Januari-Desember tahun pajak 2003 adalah sebagai

berikut :
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Tabel 4.2
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Pelaporan Jasa Pemakaian Tenaga Kerja PT. AW tahun 2003

No. Masa Jumlah Penghasilan | Tarif Efektif PPh Pasal 23
Bruto Terutang

1. | Januari Rp 24.500.000 | 15% X 40% | Rp 1.470.000
2. | Februari Rp 24.500.000 | 15% X 40% |Rp 1.470.000
3. | Maret Rp 24.500.000 | 15% X 40% | Rp 1.470.000
4. | April Rp 24.500.000 | 15% X 40% |Rp 1.470.000
5. | Mei Rp 24.500.000 | 15% X 40% | Rp 1.470.000
6. | Juni Rp 24.500.000 | 15% X 40% |Rp 1.470.000
7. | Juli Rp 24.500.000 | 15% X 40% |Rp 1.470.000
8. | Agustus Rp 24.500.000 | 15% X 40% |Rp 1.470.000
9. | September Rp 24.500.000 | 15% X 40% | Rp 1.470.000
10. | Oktober Rp 24.500.000 | 15% X 40% | Rp 1.470.000
11. | November Rp 24.500.000 | 15% X 40% |Rp 1.470.000
12. | Desember Rp 24.500.000 | 15% X 40% | Rp 1.470.000
Total Rp 294.000.000 Rp  17.640.000

Sumber : SPT Masa PPh Pasal 23 PT. AW

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa jumlah biaya pemakaian tenaga kerja

untuk bulan Januari-Desember tahun pajak 2003 dalam laporan laba rugi sebesar

Rp 354.000.000, berbeda dengan jumlah pelaporan jasa pemakaian tenaga kerja
berdasarkan SPT masa PPh Pasal 23 masa Januari-Desember 2003 sebesar Rp
294.000.000, sehingga atas perbedaan tersebut masih perlu dilakukan pengujian
lebih lanjut untuk menguji pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak karena
perbedaan jumlah penghasilan bruto akan berpengaruh juga pada jumlah PPh

pasal 23 terutang.
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4.3. Pembahasan

Jasa pemakaian tenaga kerja merupakan biaya yang dapat dikurangkan
sebagai pengurang penghasilan bruto menurut ketentuan perpajakan karena
mempunyai hubungan langsung dengan usaha Wajib Pajak sesuai dengan pasal 6
ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2000. Sedangkan dipandang dari sudut pandang
obyek pajak, jasa pemakaian tenaga kerja merupakan obyek PPh pasal 23
berdasarkan pasal 23 ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2000. Dalam KEP-
170/PJ/2002 dijelaskan bahwa jasa pemakaian tenaga kerja merupakan jenis jasa
lain yang harus dipotong Pajak Penghasilan pasal 23 sebesar 6% dari jumlah bruto
atau dengan tarif 15% dari perkiraan penghasilan neto, sedangkan penghasilan
neto dihitung sebesar 40% dari penghasilan/jumlah bruto. Oufsourcing juga
merupakan salah satu bentuk pemakaian tenaga kerja, dimana pemberi jasa
terlibat langsung dalam pelaksanaan pekerjaan pada pemakai jasa. Dalam
outsourcing terjadi pendelegasian operasi beberapa departemen perusahaan
pemakai jasa outsourcing, yaitu PT. AW kepada perusahaan penyedia jasa
outsourcing, yaitu PT. GWM.

Analisis dalam penelitian ini didasarkan pada 2 (dua) dokumen sumber
yaitu laporan laba rugi dan Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPh pasal 23.
Dokumen pendukung laporan laba rugi terdiri dari perjanjian pemakaian tenaga
kerja (Service Level Agreements) antara PT. AW dengan PT. GWM dan buku
besar biaya, dimana biaya pemakaian tenaga kerja merupakan salah satu unsur
dalam laporan laba rugi. Sedangkan dokumen pendukung SPT masa PPh pasal 23

terdiri dari bukti pemotongan PPh pasal 23 dan Surat Setoran Pajak (SSP).
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Dalam kasus ini, analisis atas jumlah biaya pemakaian tenaga kerja
outsourcing untuk bulan Januari-Desember tahun pajak 2003 dalam laporan laba-
rugi dan jumlah pelaporan jasa pemakaian tenaga kerja berdasarkan SPT masa
PPh Pasal 23 masa Januari-Desember 2003 dimaksudkan untuk mencocokkan
data dari dua sumber yang terpisah yaitu SPT masa PPh Pasal 23 dan laporan
laba-rugi sehingga dapat dinilai apakah jumlah biaya penyediaan tenaga kerja
yang dibebankan selama suatu tahun pajak dan PPh Pasal 23 terutang jumlahnya
sama apabila ditinjau dari dua sumber tersebut. Jumlah biaya yang dilaporkan
dalam SPT masa PPh Pasal 23 ditelusuri sampai ke dokumen sumber yaitu bukti
pemotongan PPh Pasal 23 dan Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai bukti
pembayaran pajak yang merupakan lampiran dari SPT masa PPh Pasal 23, jumlah
PPh Pasal 23 yang dibayarkan dengan SSP seharusnya sama dengan yang
dilaporkan dalam bukti pemotongan PPh Pasal 23, sedangkan laporan laba rugi
ditelusuri sampai ke dokumen sumber yaitu buku besar biaya yang merupakan
unsur dari laporan laba rugi dan perjanjian penyediaan tenaga kerja (Service Level
Agreements) antara PT. AW sebagai pihak pemakai jasa tenaga kerja dan PT.
GWM sebagai pihak penyedia jasa tenaga kerja, terutama difokuskan pada jumlah
bruto biaya pemakaian jasa tenaga kerja yang dibayarkan oleh PT. AW kepada
PT. GWM.

Analisis terhadap perbedaan antara jumlah biaya pemakaian tenaga kerja
antara SPT masa PPh Pasal 23 dan laporan laba-rugi tahun pajak 2003 adalah

sebagai berikut :
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Tabel 4.3
Analisis Perbedaan Jumlah Biaya Pemakaian Tenaga Kerja PT. AW tahun
2003
Nilai (Rp)
Jumlah biaya pemakaian tenaga kerja dalam 354.000.000
laporan laba-rugi bulan Januari - Desember 2003
Jumlah biaya pemakaian tenaga kerja dalam SPT 294.000.000
masa PPh Pasal 23 masa Januari - Desember 2003
Selisih 60.000.000

Sumber : Laporan Laba-Rugi dan SPT Masa PPh Pasal 23 PT. AW

Adanya selisih disebabkan PT. AW tidak memperhitungkan sebagian
jumlah biaya pemakaian tenaga kerja yang merupakan bagian pendapatan
perusahaan penyedia tenaga kerja, Wajib Pajak hanya memperhitungkan biaya
yang dibayarkan kepada tenaga kerja outsourcing sedangkan menurut KEP-
170/PJ/2002 jumlah yang harus dilaporkan adalah jumlah bruto biaya pemakaian
tenaga kerja. Jadi biaya pemakaian tenaga kerja yang benar seharusnya sama
dengan jumlah biaya pemakaian tenaga kerja dalam laporan laba-rugi yaitu
sebesar Rp 354.000.000. Oleh karena itu, jumlah biaya pemakaian tenaga kerja
terjadi selisth sebesar Rp 60.000.000.

Analisis terhadap perbedaan antara PPh Pasal 23 terutang menurut laporan

laba-rugi dan menurut SPT masa PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut :
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Tabel 4.4

Analisis Perbedaan PPh Pasal 23 Terutang

Nilai (Rp)
PPh Pasal 23 Terutang yang scharusnya 21.240.000
berdasarkan Laporan Laba-Rugi
PPh Pasal 23 Terutang menurut SPT masa PPh 17.640.000
Pasal 23
Selisih 3.600.000

Sumber : Laporan Laba-Rugi dan SPT Masa PPh Pasal 23 PT. AW

Adanya selisih disebabkan koreksi sebesar Rp  60.000.000 atas jumlah
biaya pemakaian tenaga kerja sehingga berpengaruh terhadap jumlah PPh pasal 23
terutang, sedangkan tarif yang digunakan sudah sesunai dengan KEP-170/PJ/2002
yaitu tarif efektif 6% (15% dari perkiraan penghasilan neto, perkiraan penghasilan
neto sebesar 40% dari penghasilan bruto), sehingga tidak ada koreksi untuk
pengenaan tarif Jadi PPh pasal 23 terutang yang benar seharusnya sama dengan
PPh pasal 23 terutang menurut laporan laba rugi yaitu sebesar Rp 21.240.000.
Oleh karena itu, jumlah PPh pasal 23 terutang harus dikoreksi sebesar Rp
3.600.000, sedangkan PPh pasal 23 yang masih harus dibayar oleh PT. AW adalah
sebesar Rp 5.328.000 yang terdiri dari PPh pasal 23 terutang Rp 3.600.000

ditambah sanksi administrasi berupa bunga Rp 1.728.000 yang harus dibayar
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dengan sarana Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar jumlah PPh pasal 23 yang masih

harus dibayar.

Rekapitulasi Hasil Penelitian pajak atas jasa pemakaian tenaga kerja

(outsourcing) pada PT. AW dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4.5

Rekapitulasi Hasil Penelitian Pajak PT. AW tahun 2003

Nilai (Rp)
Jumlah biaya pemakaian tenaga kerja menurut 354.000.000
Laporan Laba-Rugi
Jumlah biaya pemakaian tenaga kerja menurut 294.000.000
Wajib Pajak
Selisih 60.000.000
PPh Pasal 23 Terutang menurut Laporan Laba-Rugi 21.240.000
PPh Pasal 23 Terutang menurut SPT Masa 17.640.000
PPh Pasal 23 yang Kurang Dibayar 3.600.000
Sanksi Administrasi berupa Bunga :
Rp 3.600.000 X 2% X 24 bulan 1.728.000
PPh pasal 23 yang Masih Harus Dibayar 5.328.000

SKRIPSI

Sumber : Data PT. AW yang diolah penulis
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BABYV

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan
Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu dapat diambil simpulan
sebagai berikut :

1. Outsourcing dapat dijadikan alternatif bagi perusahaan untuk pengadaan
tenaga kerja, karena banyak manfaat yang diperoleh dari outsourcing, antara
lain : bentuk organisasi lebih sederhana, tenaga kerja yang diperoleh memiliki
kualifikasi yang diminta perusahaan pemakai tenaga kerja, resiko usaha dibagi
antara perusahaan pemakai tenaga kerja dan perusahaan penyedia tenaga
kerja, serta biaya operrasional atas imbalan jasa tenaga kerja setiap bulan
relatif tetap sehingga dapat dikendalikan. Sedangkan sebagai pemakai jasa
tenaga kerja, perusahaan mempunyai kewajiban perpajakan untuk memotong
PPh pasal 23 terutang kepada perusahaan penyedia tenaga kerja, untuk
selanjutnya membayar PPh pasal 23 terutang dengan Surat Setoran Pajak
(SSP) dan melaporkan SPT masa PPh pasal 23 yang dilampiri bukti
pemotongan PPh pasal 23 dan SSP.

2. Teknik analisis dalam penelitian ini digunakan untuk menelusuri kebenaran
perhitungan dari dokumen perjanjian penyediaan tenaga kerja (Service Level
Agreements) antara PT. AW dengan PT. GWM, buku besar biaya, laporan

laba-rugi, SPT masa PPh Pasal 23. Jumlah biaya yang dilaporkan dalam SPT
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masa PPh Pasal 23 ditelusuri sampai ke dokumen sumber yaitu bukti
pemotongan PPh Pasal 23 dan Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai bukti
pembayaran pajak yang merupakan lampiran dari SPT masa PPh Pasal 23,
sedangkan laporan laba-rugi ditelusuri sampai ke dokumen sumber yaitu buku
besar biaya dan perjanjian penyediaan tenaga kerja (Service Level
Agreements) antara PT. AW sebagai pihak pemakai jasa tenaga kerja dan PT.
GWM sebagai pihak penyedia jasa tenaga kerja.

3. Perbedaan antara jumlah biaya pemakaian tenaga kerja untuk bulan Januari-
Desember tahun pajak 2003 dalam laporan laba-rugi dengan jumlah biaya
pemakaian tenaga kerja dalam SPT masa PPh Pasal 23 masa Januari -
Desember 2003 disebabkan PT. AW tidak memperhitungkan sebagian jumlah
biaya pemakaian tenaga kerja yang merupakan bagian pendapatan perusahaan
penyedia tenaga kerja, Wajib Pajak hanya memperhitungkan biaya yang
dibayarkan kepada tenaga kerja outsourcing.

4. Hasil akhir dari penelitian atas jasa pemakaian tenaga kerja (outsourcing)
pada PT. AW menunjukkan adanya PPh pasal 23 yang masih harus dibayar

dengan sarana Surat Setoran Pajak (SSP).

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diberikan saran-saran sebagai

berikut :
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1. Sosialisasi pemakaian tenaga kerja outsourcing perlu dilakukan karena banyak
manfaat yang akan diperoleh perusahaan yang mengimplementasikan
outsourcing, sehingga outsourcing akan berkembang di Indonesia.

2. Perlu diberikan penyuluhan yang lebih intensif kepada Wajib Pajak untuk
meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan Wajib Pajak agar memenuhi
kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

3. Bagi peneliti berikutnya, diharapkan dapat mengembangkan topik penelitian
mengenai outsourcing, baik dari sudut pandang pemakai tenaga kerja maupun

penyedia tenaga kerja.

SKRIPSI PENGUJIAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN... HERU SISWANTO



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Lembar ke-1 untuk : Kantor Pelayanan Pajak

Tembar ke-2 untuk : Pemotong Pajuk
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Surabaya Sawahan.. )
di Surabava...
| SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 23 DAN ATAU PASAL 26
A. Identitas Pemotong/Wajib Pajak :
NPWP sl - e - xdxIx] - x] - Leli]a]-ofo]1]e
Nama s PT AW
Alamat 1 Surabaya...................

B. Pajak Penghasilan Pasal 23 dan atau Pasal 26 yang telah dipotong untuk masa ...... Januari..... tahun ...2003........ )
dan telah disetor tanggal ...5 Februari 2003.... () adalah sebagai berikut :
1. PPh Pasal 23 yang telah dipotong :

Jumlah Perkiraan
Jenis Penghasilan mapncys | Fenghas Penghast 1&";' PPh ":‘ﬁl‘:;‘”“’“g
(Rp)
[0) ) B) @ [O) [G]

1. Dividen 0114/101 e 15% e e
2. Bunga*) 0114/102 15%
3. Bunga Simpanan yang dibayarkan

oleh Koperasi 0114/401 15%
4. Bunga/Diskonto Obligasi 0114/102 15%
5. Royalti 0114/103 15%
6. Hadiah dan penghargaan 0114/100 15%
7. Sewa dan Penghasilan lain

hub dengan

harta **) 0114/100 s % 15%
8. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa

Konstruksi dan Jasa Konsultan

kecuali konsultan konstruksi 0114/104 . e %) 15%
9. Jasa lain ex SK Dirjen Pajak No.

KEP-305/PJ./2001 : ***)

a. Jasa Penyediaan Tenaga Kerja 24.500.000 .. 40..% 15% 1.470.000

b. - 4 15% P i Y .

c. 15%
10._Pajak Luar Negeri & 3 3 3 . SO SN Y. e WL

JUMLAH 1.470.000
Terbilang ......... Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah. . ... ..
2. PPh Pasal 26 yang telah dipotong :
Jumilah Perkiraan
. Penghasil: Penghasil; Tarif PPh yang dipoton
Uraian MAP/KJS oy Neis % b (gp)l"’ g
()] 2) “) (6)

1. Dividen 0117/101
2. Bunga 0117/102
3. Royalti 0117/103
4. Sewa dan Penghasilan lain

sehubungan dengan penggunaan

harta 0117/100
5. Imbalan sehubungan dengan jasa,

pekerjaan, dan kegiatan 0117/i04
6. Hadiah dan penghargaan 0117/100
7. Pensiun dan pembayaran berkala 0117/100
8. Penjualan harta di Indonesia 0117/100
9. Premi asuransi / reasuransi 0117/100 | WL WSS oo W ¥ g T
10. Penghasilan Kena Pajak BUT

setelah pajak 0117/105 P

JUMLAH

Terbilang

C. Lampiran s : (X) Surat Setoran Pajak sebanyak ......1.. .. ... .. lembar.
)} Surat Kuasa Khusus,
) Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26.
) Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26 sebanyak .. Lembar
) Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 23 atas Bunga Simpanan yang dxbayarkan oleh Koperasi sebanyak ..
Lembar.
() Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam ha! PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan
tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Beranda

D. Pernyataan : Dengan ini saya menvatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar. langkap dan tidak bersyarat.
*) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi

(
(
(
(
(

atau diskonto obligasi Surabaya, ... 16 Februari... 2003...
**)  Kecuali sewa tanah dan bangunan Pemotong Pajak/Kuasa /7)
**%) Apabila kurang harap dibuat lampiran tersendiri Tanda tangan, nama dan cap
......... Manaier.......... &
F.1.1.32.03
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Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

L)

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23

NOMOR : .. _BP/PPh23/AW/SBY/01.........

NPWP Lo L] -Lslsbe] - [xlxlx] - [ - Lol 5|1 ] - Lof o] o]

Nama Wajib Pajak T OPT.GWM. oL
Alamat Coodakarta. .
Jumlah Perkiraan
No. Jenis Penghasilan Penghasilan Penghasilan Tarif PPh yang dipotong
Bruto Neto

(O] 2) $) (O] (6] 6)
1 Dividen 15% [ Rpe.oooi
2 Bunga *) 15% [ Rp....cooi
3. | Bunga/Diskonto Obligasi 15% | Rp.......ooii
4. | Royalti 15 % Rpo.. o
5. | Hadiah dan penghargaan Rp...... 0 ol 15% Rp.. ...
6. Sewa dan Penghasilan lain

sehubungan dengan

penggunaan harta **) Rp..o R ™ % 15 % Rpo...ooooii
7. | Jasa Tekaik, Jasa Konstruksi,

Jasa Manajemen dan Jasa

Konsultan kecuali Konsultan

Konstruksi Rpl 8.5 0.0 g | % 15% Rp........................
8. | Jasa lain ex SK Dirjen Pajak

No. KEP-305/PJ/2001 :

a. Jasa Penyediaan Tenaga Kerja Rp. . 9 24.500.000... ...40... % 15 % Rp. ......1.470.000...

b. R T % 15% REY -

***)

JUMLAH Rp. ......1.470.000...

Terbilang : ceeeeeeven oo Satu Juta Empat Ratus Tujuh Pulubh RibuRupiah. .. ... ...

Perhatian : g

1. Jumlah Pajak Peaghasilan Pasal 23 Jakarta., .16 Februari... 2003 ....... "
yang dipotong di atas merupakan
Aungsuran atas Pajak Penghasilan yang . '
terutang untuk tahun pajak yang PemOtong Pa" ak o

diperhitungkan sebagai kredit pajak
dalam Surat Pemberitahuan (SPT)
Tahunan PPh.

2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah
apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Tanda tangan, nama dan cap
*) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi

**) Kecuali sewa tanah dan bangunan
**¥%) Apabila kurang harap diisi sendiri.

F.1.1.33.06
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LEMBAR 1

DEPARTEMEN KEUANGAN R.L SURAT SETORAN PAJAK )
N, DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Untuk arsip WP

KANTOR PELAYANAN PAJAK (S S P)

sewe o [ol ) - [T[e] - [}Ix[x] - [x] - Le o T] - [o] o] ]

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP I L DR N O reeereeeaaa,
ALAMAT T oSUIADAYA. . e
MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran

GGl [T omesano

Masa Pajak Tahun

)( Feb Mar { Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt | Nop Des 2{0]0]3

Diisi tahun terutangnya pajak

Beri 1anda silang pada salah sar kolom bulan uniuk masa yang berkenaan

NomorKetetapan = | | | | | |+ ] P J/[ T J/0 T T J/[]]

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran Terbilang : et N R T |
Diisi de h penuh i
ST clengan ruplan pemt oo Sate Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupaah
Rp. ...1.470.000,- .....
Diterima oleh Kantor Pencrima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal ... " Surabaya, (gl ... S Februari 2003,
Cap dan kanda wngan Cap dan tanda tangan
Namadelas: ... ... ... . Nama Jelas: . . Manajer..

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunsuk pengisian

F.2.0.32,01
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KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK
KEP-170/PJ/2002
Ditetapkan Tanggal 28 Maret 2002

JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO SEBAGAIMANA DIMAKSUD
DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang: a.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, jenis jasa lain dan
besarnya perkiraan penghasilan neto atas penghasilan dari sewa dan
penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta serta imbalan
sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa
konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal
21 ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;

b.bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 telah diatur
ketentuan mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan
Tanah dan atau Bangunan;

c.bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 telah diatur
ketentuan mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa
Konstruksi; 4

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b,
dan c, perlu menetapkan kembali Keputusan Direktur Jenderal Pajak
tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf ¢ Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;

Mengingat : 1.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2000 Nomor 127; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3985); '
2.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan
atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 46; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3636);

3.Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan
atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 255; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4057);
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LAMPIRAN !

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP-170/PJ/2002

TANGGAL : 28 Maret 2002

PERKIRAAN PENGHASILAN NETO ATAS PENGHASILAN BERUPA SEWA DAN
PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA KECUALI SEWA
DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PERSEWAAN TANAH DAN ATAU
BANGUNAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1996

PERKIRAAN
NO. JENIS PENGHASILAN PENGHASILAN
NETO
1. Isewa dan penghasilan lain sehubungan dengan 20%
penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat. dari jumlah bruto
tidak termasuk PPN
2. [sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan 40%
penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain dari jumiah bruto
sehubungan dengan persewaan tanah dan atau tidak termasuk PPN
bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang
bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
29 Tahun 1996 dan sewa dan penghasilan lain
sehubungan dengan penggunaan harta khusus
kendaraan angkutan darat.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP-170/PJ/2002

TANGGAL : 28 Maret 2002

JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO ATAS JASA TEKNIK, JASA
MANAJEMEN, JASA KONSTRUKSI, JASA KONSULTAN DAN JASA LAIN YANG ATAS
IMBALANNYA DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM
PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG
PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000
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MEMUTUSKAN

* Menetapkan : KEPUTUSAN CiREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG JENIS JASA LAIN
DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO SEBAGAIMANA DIMAKSUD
DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN
2000.

Pasal 1

(1) Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto khusus untuk jasa
konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya, termasuk
atas pemberian jasa dan pengadaan material/ barangnya.

(2) Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa konstruksi dan
jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja,
kecuali apabila dalam kontrak/ perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa
dengan material/ barang akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak.

Pasal 2

Penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan
imbalan jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari
perkiraan penghasilan neto adalah:

a.  sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan
penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah
dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 29 Tahun 1996;

b.  imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa
konsultan dan jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf ¢, Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yang dilakukan oleh Wajib
Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal
21,

Pasal 3

Perkiraan Penghasilan Neto atas penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan
dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan
tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996, adalah sebagaimana dimaksud
dalam Lampiran | Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
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Pasal 4

Jenis jasa lain dan Perkiraan Penghasilan Neto atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa
konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain yang atas imbalannya dipotong Pajak Penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf ¢ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2000 adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Il Keputusan Direktur Jenderal
Pajak ini.

Pasal 5

Pada saat mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Keputusan Direktur
Jenderal Pajak Nomor : KEP-305/PJ/2001 tanggal 18 April 2001 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6
Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2002

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal
Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 28 Maret 2002

HADI POERNOMO
NIP. 060027375
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INO. JENIS PENGHASILAN/ PERKIRAAN
JASA PENGHASILAN
NETO
1.1 a.  Jasa profesi. 50%
b.  Jasa konsultan, kecuali konsultan konstruksi. dari jumiah bruto
C. Jasa akuntansi dan pembukuan. tidak termasuk PPN
d.  Jasa penilai.
e.  Jasa aktuaris.
2.1 a.  Jasa teknik dan jasa manajemen 40%
b.  Jasa perancang/ desain: dari jumiah bruto
tidak termasuk PPN
« Jasa perancang interior dan jasa perancang
pertamanan;
« Jasa perancang mesin dan jasa perancang
peralatan;

« Jasa perancang alat-alat transportasi/ kendaraan;
« Jasa perancang iklan/ logo;
» Jasa perancang alat kemasan.

c.  Jasainstalasi/ pemasangan:

» Jasainstalasi/ pemasangan mesin, listrik/ teleponA
air/ gas/ AC/ TV kabel, kecuali dilakukan Wajib
Pajak yang ruang lingkup dan pekerjaannya di
bidang konstruksi dan - mempunyai izin/ sertifikasi
sebagai pengusaha konstruksi;

« jasa instalasi/ pemasangan peralatan;,

d. Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan:

» Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan mesin,
listrik/ telepon/ air/ gas/ AC/ TV kabel

» Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan
peralatan;

» Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan alat-
alat transportasi/ kendaraan;

« Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan
bangunan, kecuali yang dilakukan oleh Wajib
Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang
konstruksi dan mempunyai izin/ sertifikasi sebagai
pengusaha konstruksi;

e. Jasa pengeboran (jasa drilling) di bidang
Penambangan minyak dan gas bumi (migas) , kecualq
yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap.

f. Jasa penunjang di bidang penambangan migas.

g.  Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang
penambangan selain migas.
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SURAT EDARAN
SE-05/PJ.53/2003
Ditetapkan tanggal 13 Januari 2003

PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS
PENYERAHAN JASA DI BIDANG TENAGA KERJA

Berkenaan dengan banyaknya pertanyaan mengenai pengenaan PPN atas
penyerahan jasa yang berkaitan dengan jasa di bidang tenaga kerja dengan ini disampaikan
hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000
tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai,
penyerahan jasa di bidang tenaga kerja yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
meliputi :

a. Jasa tenaga kerja adalah jasa yang diserahkan oleh tenaga kerja kepada
pengguna jasa tenaga kerja dengan menerima imbalan dalam bentuk gaji, upah,
honorarium, tunjangan dan sejenisnya. Tenaga kerja tersebut bertanggung jawab
langsung kepada pengguna jasa tenaga kerja atas jasa tenaga kerja yang
diserahkannya;

b. Jasa penyediaan tenaga kerja adalah jasa yang diserahkan oleh Pengusaha
kepada pengguna jasa tenaga kerja, di mana Pengusaha dimaksud semata-mata
hanya menyerahkan jasa penyediaan tenaga kerja. Penyediaan jasa tenaga kerja
dimaksud tidak terkait dengan pemberian Jasa Kena Pajak lainnya, seperti jasa
tehnik, manajemen, konsultasi, pengurusan perusahaan, bongkar muat dan lain-
lain.

Dengan demikian, jasa penyediaan tenaga kerja yang tidak dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai merupakan penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja yang
dilakukan oleh Pengusahadi mana :

« Pengusaha penyedia tenaga kerja tidak melakukan pembayaran gaji, upah,
honorarium, tunjangan dan sejenisnya kepada tenaga kerja; atau

« Tenaga kerja dimaksud termasuk dalam struktur kepegawaian pengguna
jasa tenaga kerja.

C. Jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja.

2. Atas penyerahan jasa di bidang tenaga kerja selain yang disebutkan pada butir 1
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai termasuk outsourcing. Qutsourcing adalah kegiatan
memberikan jasa dalam suatu bidang usaha, kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan
oleh tenaga kerja pemberi jasa dengan disertai keterlibatan langsung tenaga kerja
tersebut dalam pelaksanaannya. Sehingga outsourcing merupakan penyerahan Jasa
Kena Pajak yang tidak termasuk penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja.

3. Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan sebagaimana dimaksud pada butir 2 adalah
sebesar seluruh tagihan yang diminta atau seharusnya diminta oleh Pengusaha jasa.
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4.  Kepada para Kepala KPP diminta agar segera melakukan penelitian terhadap
pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai dari perusahaan penyedia tenaga kerja
atau perusahaan outsourcing di wilayah kerja masing-masing.

5.  Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor SE-22/PJ.32/1991 tanggal 31 Desember 1991 tentang Jasa Penyediaan Tenaga
Kerja dan Jasa Tenaga Kerja, dan surat-surat penegasan yang tidak sesuai dengan
Surat Edaran ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Direktur Jenderal,
ttd

Hadi Poeromo
NIP 060027375
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